BAB 111

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penulisan dari penulis yang berupa pembahasan—
pembahasan yang telah diuraikan dalam BAB I, BAB Il dan berdasarkan hasil
penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam mencari jawaban atas pertanyaan
penelitian yang telah dirumuskan, pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai

berikut:

1. KUHAP mengatur secara limitatif mengenai Praperadilan. Secara normatif
berdasarkan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 10 Undang-undang No 48 Tahun
2009 Tentang kekuasaan Kehakiman juga berdasarkan Pada TAP MPR No:
[1/MPR1993 tentang GBHN dan dalam lampiran KEPRES No 17 Tahun
1994 yang memberikan peran lebih besar kepada lembaga peradilan
menentukan arah perkembangan hukum bagi perwujudan keadilan sosial
dalam masyarakat melalui putusan hakim atau jurisprudensi, sehingga
melalui penafsiran hukum demi keadilan, Praperadilan mempunyai
kewenangan untuk memeriksa dan mengadili permohonan untuk
penghentian penyidikan yang diajukan oleh tersangka sebagai pemohon
karena rangkaian penyidikan tidak hanya melibatkan kepentingan penyidik,

penuntut umum dan pihak ketiga yang berkepentingan, melainkan ada
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tersangka/terdakwa yang termasuk unsur-unsur dari rangkaian penyidikan.
Kewenangan Praperadilan juga berdasarkan Pasal 28D ayat (1) Undang-
Undang Dasar 1945 bahwa orang berhak atas pengakuan, jaminan,
perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di
hadapan hukum dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 Setiap
orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa
pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat
diskriminatif.

. Pertimbangan yuridis sebagai dasar permohonan perkara kewenangan
Praperadilan terhadap permohonan penghentian penyidikan yang diajukan
oleh tersangka pada Putusan No:31/Pid.prap/2014/PN.Jkt.Sel adalah
berdasarkan Pasal 50 KUHAP dan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang No 48
Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman karena penyidikan yang terlalu
lama tidak sesuai dengan Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya
Ringan. Fakta lamanya waktu penyidikan akibat berkas perkara Toto
Chandra yang hanya bolak-balik antara penyidik dan penuntut umum tanpa
ada kejelasan selama 5 tahun, ditafsirkan oleh hakim Muhaammad Razzad
bahwa secara factual telah terjadi penghentian penyidikan. Sesuai dengan
tujuan Praperadilan sebagai kontrol horizontal, antara semua komponen
penegak hukum Jaksa, Polisi dan Advokat agar kepastian hukum benar-

benar dapat diberikan bagi mereka para pencari keadilan, dalam
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melaksanakan kewenangannya seperti penangkapan, penahanan dan

penyitaan dan penyidikan.

B. SARAN

Setelah menyampaikan kesimpulan tentang Kewenangan Praperadilan
Terhadap Permohonan Penghentian Penyidikan yang diajukan oleh Tersangka,
penulis menyampaikan saran yang dapat menjadikan masukan bagi Para Penegak

hukum dan masyarakat, yaitu:

1. Bahwa dengan adanya dasar hukum yang mewadahi Kewenangan
Praperadilan Terhadap Permohonan Penghentian Penyidikan yang diajukan
oleh Tersangka para hakim Praperadilan harus menerima dan memeriksa
permohonan tersebut, agar nasib tersangka tidak terkatung-katung akibat
kesewenang-wenangan tindakan Penegak hukum dalam menjalankan
kewenangannya.

2. Berdasarkan pertimbangan yuridis dan permasalahan hukum yang dihadapi
Toto Chandra sehingga perkara yang menggantung akibat penyidikan yang
terlalu lama maka menurut penulis pemerintah harus membuat aturan tegas
mengenai mekanisme dan jangka waktu penyidikan terhadap suatu perkara
tindak pidana. Sementara itu bagi Penyidik saat menjalankan fungsinya
dibidang Penyidikan harus memperhatikan Asas Peradilan Cepat, Sederhana

dan Biaya Ringan serta hak- hak tersangka yang terdapat dalam KUHAP.
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